Penegakan Kode Etik DPR RI!

Penegakan kode etik DPR RI merupakan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD) sesuai tujuan pembentukan MKD dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yaitu menjaga
serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan
rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, MKD memiliki tugas salah satunya untuk melakukan
penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPR RI. Penanganan perkara
pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan
verifikasi dilaksanakan baik dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP).
Penanganan setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa
persidangan, namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.

Selama Tahun Sidang 2020-2021, MKD menerima 6 (enam) Perkara Pengaduan
sebagaimana terlihat dalam Tabel 5. sedangkan data pada Tabel 6. menunjukkan bahwa selama
Masa Persidangan | dan I, tidak ada surat pengaduan yang masuk ke MKD. Rapat Internal
MKD pada Masa Persidangan | dan 11 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan
yang masuk pada Masa Persidangan sebelumnya dan telah diverifikasi. Pada Masa Persidangan
I1l, MKD menerima 3 (tiga) surat pengaduan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap surat
pengaduan tersebut, Rapat Internal memutuskan bahwa beberapa pengaduan tidak
ditindaklanjuti karena Pengadu mencabut aduannya atau Pengaduan tidak lengkap. Terkait
pengaduan yang tidak lengkap ada tahapan proses yang harus dilalui sebelum pengaduan
dinyatakan tidak ditindaklanjuti, di mana dalam tahapan tersebut Sekretariat MKD telah
terlebih dahulu menghubungi Pengadu untuk memenuhi kelengkapan pengaduan sebagaimana
tertuang dalam Tata Beracara MKD. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan pengadu
tidak melengkapi aduannya maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPR Rl Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, pengaduan tidak ditindaklanjuti.

Pada Masa Persidangan 1V, MKD menerima 1 (satu) surat pengaduan. Berdasarkan
Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan DPR Rl Nomor 2 Tahun 2015, Surat
Pengaduan tersebut telah diverifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD. Hasil verifikasi
disampaikan dalam Rapat Pimpinan MKD dan menyepakati pengaduan akan dibahas di
internal MKD pada Masa Persidangan yang akan datang. Pada Masa Persidangan V MKD
menerima 2 (dua) surat pengaduan.

1 Penegakan Kode Etik, Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI, 16 Agustus 2020 — 15 Agustus 2021, hal. 56-57



Tabel 8. Perkara Pengaduan yang Diterima MKD selama Tahun Sidang
2020-2021

Tahun Sidang 2020-2021 Perkara Pengaduan

Masa Persidangan | -

Masa Persidangan || -

Masa Persidangan Il 3
Masa Persidangan IV 1
Masa Persidangan V 2

Jumlah 6

Sumber: Laporan Kinerja DPR Rl Tahun Sidang 2020-2021, diolah.
Selama Tahun Sidang 2020-2021, MKD telah memutuskan 10 (sepuluh) Perkara
Pengaduan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.

Tabel 9. Perkara Pengaduan yang telah Diputuskan MKD Tahun
Sidang 2020-2021

No. Nomor Perkara Keterangan
1 Perkara Pengaduan No. 20/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
2 Perkara Pengaduan No. 21/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
3 Perkara Pengaduan No. 22/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
4 Perkara Pengaduan No. 23/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
5 Perkara Pengaduan No. 24/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
6 Perkara Pengaduan No. 25/PP-MKD/2020 Masa Persidangan |
7 Perkara Peninjauan Kembali Pengaduan Masa Persidangan llI

No. 27/PK-MKD/1/2021

8 Perkara Pengaduan No. 28/PP-MKD/ Masa Persidangan IlI
l1/2021

9 Perkara Pengaduan No. 29/PP-MKD/ Masa Persidangan V
VI/2021

10 Perkara Pengaduan No. 30/PP-MKD/ Masa Persidangan V
VI/2021

Sumber: Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, diolah.

Dalam hal Perkara Tanpa Pengaduan, selama Tahun Sidang 2020-2021 MKD
menangani 2 (dua) Perkara Tanpa Pengaduan. Pertama, Perkara Tanpa Pengaduan yang
diterima pada Masa Persidangan Il dengan agenda Sidang, Pemanggilan Teradu dan



Permintaan Keterangan Saksi Perkara Tanpa Pengaduan Nomor Register 26/ PTP-MKD/2020
pada tanggal 11 November 2020. Kedua, Perkara Tanpa Pengaduan pada Masa Persidangan 11
dengan Nomor Register 27/PTP-MKD/2021 yang ditindaklanjuti dengan Perkara Peninjauan
Kembali dengan Surat Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor 27/PK-
MKD/1/2021, tanggal 12 Januari 2021.

Selain penanganan Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan, MKD
melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk
sosialisasi Peraturan DPR RI mengenai Kode Etik DPR RIl. MKD juga melakukan kunjungan
kerja ke luar negeri dalam rangka mencari masukan untuk peningkatan Kinerja anggota
parlemen dan penanganan perkara disiplin serta penerapan hak imunitas yang berlaku di
Parlemen negara lain.

MKD juga melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema Sinergi Penegakan
Etika Kelembagaan “Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat
Publik melalui Peran Partai Politik” pada tanggal 22 Maret 2021. Seminar Nasional ini
dilaksanakan sebagai upaya diseminasi gagasan arah baru kinerja MKD ke berbagai institusi
politik kepartaian, melahirkan format kerja sama efektif dan efisien terkait penegakan etika
kelembagaan antara MKD dengan partai politik, dan merumuskan visi dan misi bersama dalam
penegakan etika kelembagaan antara MKD dengan institusi partai politik sebagai kawah
candradimuka kelahiran figur ideal pejabat publik.



